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Abstract 
This thesis addresses the issue of juridical analysis of the Regional Corporate 
Leadership Appointment linked to the Implementation of the Government's Good 
(Good Governance). Of Results Using Normative Legal Research Methods conclusion 
In this study it can be concluded that the removal of the leadership of a local company 
(PDAM) Mempawah district does not comply with the legislation with the issuance of 
Decree of the Regent. A decree is contrary to the mandate of legislation governing the 
management of regional companies, should have been in terms of the formation, 
merger and changes in local companies must have a legal basis. "Article 177 of Law 
No. 32 of 2004 has been very clear that all of the process of formation owned 
companies or local companies must be through legislation, because it taps Mempawah 
been established by the Local Government Level II Pontianak via Regulation No. 11 of 
1977 and is in accordance with the mandate of Law No. 5 of 1962 about Local 
Company. "It means that there is given a name PDAM Tirta Dharma not PDAM Tirta 
Galaherang. And means that the result of analysis in this study with the issuance of 
Decree No. 191 of this issue is constantly questioned by the public. 
PDAM Mempawah managed by the principles of corporate governance good 
(good corporate govermance), namely professional, efficient, transparent, independent, 
accountable, worthy / fair and orderly administration, in this study that the removal of 
the head of the company Regions (PDAM) District Mempawah not running good 
because it keeps the standing criticism by experts or activists party politicians within 
the scope of the district legislature Mempawah, basically no laws on the management 
of regional companies compiled or approved during the year 2010, shows that 
government officials are not orderly in the administration of governance PDAM Director 
SK governance issues. is about finding SK drafting error means that government 
officials in the administration are not orderly governance. Decree No. 191 is contrary to 
Law No. 32 of 2004 on Regional Government and Law No. 5 of 1962 on regional 
companies, that is to say, the legal basis in SK inauguration is not in accordance with 
the applicable rules means that the inauguration was null and void, so the unfortunate 
in the implementation process of the application of the principles of good governance 
  
can not function as it should in this case the principle of Rule of Law, principle State 
implementation Code, principle Public Interest Disclosure principles, principle of 
Proportionality, principle of Professionalism, do not walk according to the will. 
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ABSTRAK 
 
Tesis ini membahas masalah Analisis yuridis terhadap Pengangkatan Pimpinan 
Perusahaan Daerah dihubungkan dengan Penyelenggaraan Pemerintah Yang Baik 
(Good Governance). Dari Hasil Penelitian Menggunakan Metode Penelitian Hukum 
Normatif diperoleh kesimpulan Dalam Penelitian ini dapat diambil kesimpulan bahwa 
pengangkatan pimpinan perusahaan daerah (PDAM) kabupaten mempawah tidak 
sesuai dengan peraturan perundang-undangan dengan terbitnya SK Bupati tersebut. 
Surat Keputusan Bupati  itu bertentangan dengan amanah perundang-undangan yang 
mengatur tentang pengelolaan perusahaan daerah, Seharusnya dalam hal 
pembentukan, penggabungan dan perubahan perusahaan daerah harus memiliki 
landasan hukum. “Pasal 177 UU No 32 Tahun 2004 telah jelas mengatur bahwa 
semua proses pembentukan BUMD atau perusahaan daerah harus melalui Perda, 
karena PDAM Mempawah telah dibentuk  oleh Pemerintah Daerah TK II Pontianak 
melalui Perda No 11 Tahun 1977 dan ini sesuai dengan amanah UU No 5 Tahun 1962 
tentang Perusahaan Daerah. “Artinya PDAM yang ada diberi Nama PDAM Tirta 
Dharma bukan PDAM Tirta Galaherang. Dan Artinya Hasil analisa dalam penelitian ini 
dengan terbitnya SK No 191 ini permasalahan ini terus dipersoalkan publik.  
PDAM Kabupaten Mempawah dikelola dengan prinsip-prinsip tata kelola 
Perusahaan yang baik (good corporate govermance), yakni professional, efisien, 
transparan, mandiri, akuntabel, patut/wajar, dan tertib administrasi, dalam penelitian ini 
bahwa pengangkatan Pimpinan perusahaan Daerah (PDAM) Kabupaten mempawah 
tidaklah berjalan baik karena terus dituai kritik oleh para pakar atau aktivis politikus 
partai dalam ruang lingkup DPRD kabupaten mempawah, Pada dasarnya tidak ada 
produk hukum tentang pengelolaan perusahaan daerah yang disusun atau disahkan 
selama tahun 2010, terlihat bahwa aparatur pemerintah tidak tertib dalam 
pengadministrasian tata kelola pemerintahan permasalahan SK Direktur PDAM. adalah 
tentang temuan kesalahan penyusunan SK Artinya aparatur pemerintah tidak tertib 
dalam pengadministrasian tata kelola pemerintahan. SK Nomor 191 itu bertentangan 
dengan UU No 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah dan UU No 5 Tahun 
1962 tentang perusahaan daerah, artinya, dasar hukum dalam SK pelantikan tersebut 
tidak sesuai dengan aturan yang berlaku artinya bahwa pelantikan itu batal demi 
hukum, sehingga patut disayangkan dalam proses pelaksanaan penerapan asas-asas 
good governance tidak dapat berjalan sebagaimana mestinya dalam hal ini  Asas 
Kepastian Hukum,  Asas Tertib Penyelenggaraan Negara, Asas Kepentingan Umum, 
Asas Keterbukaan, Asas Proporsionalitas, Asas Profesionalitas,  tidak berjalan sesuai 
kehendak.  
Kata Kunci : Pengangkatan Pimpinan Perusahaan Daerah, Good   Governance 
 
  
 
A. Latar Belakang Penelitian 
 
Keberadaan Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) sebagai lembaga bisnis yang 
dimiliki dan dikelola oleh pemerintah daerah memiliki peran strategis dalam 
pembangunan ekonomi daerah. Keberadaan BUMD diyakini dapat memberikan 
multiplier effect yang sangat besar bagi perekonomian masyarakat khususnya di 
daerah. 
Pendirian BUMD diharapkan dapat membuka lapangan kerja baru, 
menggerakkan sektor-sektor ekonomi produktif, serta dapat meningkatkan Pendapatan 
Asli Daerah (PAD). Layaknya sebuah perusahaan, BUMD memiliki tugas untuk 
mengelola suatu bisnis yang memiliki prospek keuntungan, di mana dengan adanya 
keuntungan tersebut akan menjadi pemasukan bagi daerah untuk membiayai 
pembangunan daerahnya. 
Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) merupakan salah satu Badan Usaha 
Milik Daerah yang terdapat di setiap propinsi, kabupaten dan kota di seluruh Indonesia. 
PDAM merupakan perusahaan daerah sebagai sarana penyedia air bersih yang 
diawasi dan dimonitor oleh pemerintah daerah. PDAM sebagai perusahaan daerah 
diberi tanggungjawab untuk mengembangkan dan mengelola sistem penyediaan air 
bersih serta melayani semua kelompok konsumen dengan harga yang terjangkau.  
Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) berbeda dengan perusahaan swasta 
murni yang selalu berorientasi pada keuntungan (profit oriented). Salah satu tujuan 
PDAM adalah turut serta dalam melaksanakan pembangunan daerah khususnya, dan 
pembangunan ekonomi nasional pada umumnya, dengan cara menyediakan air minum 
yang bersih, sehat, dan memenuhi persyaratan kesehatan bagi masyarakat di suatu 
daerah, yang sekaligus merupakan wujud pelayanan yang diberikan oleh pemerintah 
terhadap masyarakat. 
Apabila merujuk pada keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 47 Tahun 1999 
tentang Pedoman Penilaian Kinerja PDAM dinyatakan bahwa tujuan pendirian PDAM 
adalah untuk memenuhi pelayanan dan kebutuhan akan air bersih bagi masyarakat. 
Untuk mencapai tujuan di atas, maka penyelenggaraan dan pengelolaan terhadap 
PDAM harus berdasarkan kepada prinsip-prinsip dan azas ekonomi perusahaan yang 
sehat. Untuk itu dalam perspektif ke depan manajemen pengelolaan Badan Usaha 
Milik Daerah termasuk di dalamnya adalah PDAM diharapkan mampu mengadopsi 
prinsip-prinsip tata kelola perusahaan yang baik (Good Gorporate Governance) dalam 
penyelenggaraannya. 
Good Corporate Governance (GCG) lebih ditujukan untuk sistem pengendalian 
dan pengaturan perusahaan, GCG lebih ditujukan pada tindakan yang dilakukan 
eksekutif perusahaan agar tidak merugikan para stakeholder karena GCG menyangkut 
moralitas, etika kerja, dan prinsip-prinsip kerja yang baik. Menurut Forum for Corporate 
Governance in Indonesia (FCGI) seperti yang dikutip oleh Indra dan Yustivandana 
mendefinisikan Good Corporate Governance ialah : 
Seperangkat peraturan yang mengatur hubungan antara pemegang saham, 
pengurus (pengelola) perusahaan, pihak kreditur, pemerintah, karyawan, serta 
  
para pemegang kepentingan internal dan eksternal lainnya yang berkaitan 
dengan hak-hak dan kewajiban mereka atau dengan kata lain suatu sistem yang 
mengendalikan perusahaan. Tujuan corporate governance ialah untuk 
menciptakan nilai tambah bagi semua pihak yang berkepentingan 
(stakeholders)1. 
 
Dari definisi di atas Good Corporate Governance pada dasarnya merupakan 
suatu sistem dan seperangkat peraturan yang mengatur hubungan antara berbagai 
pihak yang berkepentingan (stakeholders) terutama dalam arti sempit hubungan antara 
pemegang saham, dewan komisaris dan dewan direksi demi tercapainya tujuan 
perusahaan. Dengan demikian, penerapan Good Corporate Governance bertujuan 
untuk meningkatkan kinerja perusahaan. Dengan tata kelola perusahaan yang baik, 
maka pihak manajemen akan meningkatkan efisiensi, produktivitas, serta 
meminimalisasi resiko dan kesalahan dalam menjalankan usahanya. 
Setelah berlakunya otonomi daerah, kewenangan kepala daerah di tingkat kota 
dan kabupaten dalam mengangkat direksi Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) 
arahnya ingin merubah kinerja perusahaaan tersebut menjadi profesional. Sehingga 
PNS yang selama ini ditugaskan di PDAM tidak diperkenankan lagi menjadi direksi 
kecuali yang bersangkutan menyatakan mengundurkan diri dari statusnya sebagai 
pegawai negeri sipil. Dalam proses rekrutmen direksi PDAM menurut Kepmendagri 
Nomor 7 Tahun 1998 sudah memuat berbagai ketentuan yang merupakan koridor 
hukum.  
Pertama, anggota direksi diangkat oleh kepala daerah diutamakan bukan dari 
Pegawai Negeri atas usul Bawas.  
Kedua, untuk dapat diangkat sebagai anggota direksi, harus memenuhi 
persyaratan: 
a. Mempunyai pendidikan Sarjana (S-1) sesuai bidangnya. 
b. Mempunyai pengalaman kerja minimal 5 (lima) tahun mengelola perusahaan yang 
dibuktikan dengan surat keterangan (referensi) dari perusahaan sebelumnya 
dengan penilaian baik. 
c. Membuat dan menyajikan proposal tentang visi dan misi PDAM. 
d. Pernah mengikuti pelatihan manajemen air minum di dalam maupun di luar negeri. 
e. Batas usia pada saat diangkat pertama kali berumur paling tinggi 52 (lima puluh 
dua) tahun. 
f. Tidak terikat hubungan keluarga dengan kepala daerah atau dengan anggota Bawas 
atau dengan anggota direksi lainnya sampai derajat ketiga baik menurut garis lurus 
maupun kesamping termasuk menantu dan ipar. 
 
Ketiga, pengangkatan anggota direksi, ditetapkan dengan surat keputusan 
kepala daerah. Keempat, masa jabatan anggota direksi selama 4 (empat) tahun dan 
dapat diangkat kembali 1 (satu) kali masa jabatan. Pengecualian terhadap ketentuan 
tersebut dapat dilakukan apabila seorang direktur diangkat sebagai direktur utama. 
                                               
1 Indra dan Yustivandana, Good Corporate Governance.Jakarta.hal 24, 2006 
  
Pengangkatan kembali tersebut dilakukan apabila anggota direksi terbukti mampu 
meingkatkan kinerja PDAM dan pelayanan kebutuhan air minum kepada masyarakat 
setiap tahun. 
Kepmendagri ini juga mengatur mekanisme pemberhentian direksi, yakni atas 
permintaan sendiri, karena kesehatan tidak dapat melaksanakan tugasnya, tidak 
melaksanakan tugasnya sesuai dengan program kerja yang telah disetujui, terlibat 
dalam tindakan yang merugikan PDAM, terlibat dalam tindak pidana, merugikan 
PDAM. 
Anggota direksi yang diberhentikan karena atas permintaan sendiri, dan karena 
kesehatan tidak dapat melaksanakan tugasnya, status pemberhentiannya dengan 
hormat. Sedangkan sisa alasan lainnya, diberhentikan dengan tidak hormat. Selain itu, 
ketentuan tentang Pengangkatan direksi juga diatur dalam Instruksi Menteri Dalam 
Negeri (Imendagri) Nomor 25/1999 tentang Juklak Permendagri Nomor 7/1998 tentang 
Kepengurusan Perusahaan Air Minum. Dalam ketentuan ini telah diatur pada bab II 
antara lain : 
Pertama, apabila ada jabatan direksi yang kosong, Bawas segera 
menginventarisasi Pegawai PDAM yang memenuhi persyaratan sebagaimana 
ditetapkan dalam Pasal 3 ayat (2) Permendagri Nomor 7 Tahun 1998 untuk dicalonkan 
sebagai direksi. Apabila dari Pegawai PDAM tidak ada yang memenuhi persyaratan, 
Badan Pengawas segera mencari tenaga dari Pegawai Negeri Sipil (PNS) dan dari 
masyarakat yang memenuhi persyaratan melalui iklan untuk dicalonkan sebagai 
direksi. Khususnya tenaga dari PNS terlebih dahulu menyatakan kesediaan untuk 
mengundurkan diri sebagai PNS. 
Kedua, calon Direksi yang memenuhi persyaratan direksi, oleh Bawas 
selanjutnya diusulkan kepada kepala daerah untuk diangkat menjadi direksi. Untuk 
memilih calon direksi, kepala daerah membentuk Tim Pengangkatan Direksi yang 
ditetapkan dengan surat keputusan kepala daerah. 
Ketiga, yang dimaksud dengan mempunyai pengalaman dalam pengelolaan 
perusahaan adalah calon sudah dan pernah menduduki jabatan unsur pimpinan di 
perusahaan atau badan usaha lainnya. 
Keempat, anggota direksi yang telah menduduki 2 (dua) kali masa jabatan 
pada jabatan yang sama dapat diangkat kembali untuk masa jabatan yang ketiga. 
Pengangkatan yang kedua dapat dilaksanakan apabila dari jabatan direktur menjadi 
direktur utama dan tidak melebihi umur 60 (enam puluh) tahun. 
Kelima, mantan direksi yang potensial dan belum mencapai umur 60 (enam 
puluh) tahun agar direkomendasikan dan dipertimbangkan untuk dapat menduduki 
jabatan direksi atau Bawas yang kosong pada perusahaan daerah di lingkungan 
daerah atau ditawarkan kepada perusahaan daerah di daerah lain. 
 
Dalam penelitian ini dapat dilihat contoh kasus tentang pelantikan Direktur 
Utama (Dirut) PDAM Kabupaten Mempawah Trisna Jaya periode 2015-2019 yang 
terindikasi cacat hukum. Dapat dilihat dari dasar hukum dalam SK Bupati no 191 
Tahun 2015 tentang penunjukan direktur PDAM Tirta Galaherang Kabupaten 
Mempawah tersebut tidak sesuai dengan aturan yang berlaku. Jika dilihat  dari Perda 
  
Nomor 11 tahun 1977 tentang pendirian PDAM Kabupaten Daerah Tingkat II Pontianak 
surat keputusan Bupati tersebut memang bertentangan dengan aturan, tertuang 
didalam Perda Nomor 11 tahun 1977, perusahaan daerah PDAM bernama Tirta 
Dharma, bukan Tirta Galaherang. Justru yang tertera pada SK pelantikan Dirut PDAM 
tercantum Tirta Galaherang. Setiap perubahan nama dan pendirian perusahaan 
daerah itu harus melalui Perda. Padahal, diketahui selama kurun waktu terbitnya perda 
itu belum pernah ada revisi terhadap perda Nomor 11 tahun 1977. Sehingga dalam SK 
itu harusnya tetap menggunakan nama Tirta Dharma bukan Tirta Galaherang. 
Mencermati contoh kasus dan pelaksanaan permendagri dan inmendagri di 
atas, nampak sekali bahwa rekrutmen direksi PDAM Kabupaten Mempawah masih 
terdapat pelanggaran yakni Surat Keputusan Bupati no.191/2015 yang telah 
dikeluarkan tidak sesuai dengan Perda dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 
khususnya tertuang dalam Pasal 331 bahwa Ayat (1 )“Daerah dapat mendirikan 
BUMD, dan Ayat (2) Pendirian BUMD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan 
dengan Perda dan Perda Nomor 11 tahun 1977 yang tertuang diatas.  
Uraian di atas melatarbelakangi penulis untuk mengadakan Penulisan lebih 
lanjut dalam bentuk penelitian tesis dengan judul: ANALISIS YURIDIS TERHADAP 
PENGANGKATAN PIMPINAN PERUSAHAAN DAERAH DIHUBUNGKAN DENGAN 
PEYELENGGARAAN PEMERINTAH YANG BAIK (GOOD GOVERNANCE) 
 
 
B. Rumusan masalah  
Berdasarkan uraian latar belakang di atas, dapat dirumuskan masalah 
dalam penelitian ini sebagai berikut: 
1. Bagaimanakah Pengaturan pengangkatan pimpinan perusahaan daerah PDAM 
di Kabupaten Mempawah? 
2. Bagaimanakah penerapan asas-asas Good Governance dalam pengangkatan 
pimpinan perusahaan? 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
BAB II 
ANALISIS DAN PEMBAHASAN 
 
A. Analisis Pengaturan pengangkatan pimpinan perusahaan daerah PDAM di 
Kabupaten Mempawah 
          Dalam upaya meningkatkan pelayanan, pengelolaan manajemen dan 
kinerja perusahaan daerah air minum (PDAM) Kabupaten Mempawah secara 
Profesional, perlu dilakukan pemilihan dan pengangkatan Direksi Perusahaan 
Daerah Air Minum (PDAM), untuk melaksanakan pemilihan dan pengangkatan 
Direksi secara selektif dan Transparan, perlu diatur mekanisme pemilihan dan 
pengangkatan sesuai ketentuan yang berlaku. didalam surat keputusan Bupati ini 
dalam BAB II  tentang mekanisme Pemilihan dan Pengangkatan yang tertuang 
dalam Pasal 2 : 
1. Pemilihan Direksi PDAM Kabupaten Mempawah dilakukan oleh Tim Seleksi. 
2.  Tim seleksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan 
keputusan Bupati.  
3. Tim sebagaimana dimaksud pada ayat (2) di atas terdiri dari unsur satuan 
kerja Perangkat Daerah terkait dan Tenaga Ahli yang berasal unsur 
Perguruan Tinggi.  
Pada Bab II bagian kedua tentang Mekanisme Pemilihan tertuang dalam pasal 
yang berbunyi: 
1. Calon Direksi yang akan diseleksi sekurang-kurangnya berjumlah2 (dua) 
orang. 
2. Apabila sampai batas akhir pendaftaran ternyata calon direksi yang mendaftar 
kurang dari (dua) orang akan dilakukan pengumuman ulang. 
3. Pemilihan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diumumkan di media massa. 
       Pada Pasal 4 : 
1. Setiap     calon    Direksi  yang    akan    mengikuti    pemilihan    
menyampaikan lamaran secara   tertulis  kepada    Bupati  melalui   ketua 
tim  seleksi. 
2. Surat Lamaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan dengan 
melampirkan : 
a. Daftar Riwayat hidup 
b. Fotocopy KTP dan Pas foto ukuran 3 x 4 cm terbaru; 
c. Surat pernyataan kesanggupan mengundurkan diri dari jabatan 
pekerjaan sebelumnya; 
d. Surat keterangan sehat jasmani dan rohani dari rumah sakit 
pemerintah yang ditunjuk; 
e. Foto copy ijazah strata 1 yang telah dilegalisir 
f. Daftar riwayat pekerjaan disertai fotocopy sertifikat yang dimiliki; 
g. Naskah Visi dan Misi PDAM; 
h. Surat Keterangan Bebas Narkoba dari Badan Narkotika Nasional; 
i. Surat Keterangan berkelakuan baik dari kepolisian. 
  
Pada Pasal 5 : 
1. Penyaringan calon Direksi dilakukan melalui tahapan sebagai berikut : 
a. Seleksi administrasi 
b. Fit and Profer Test, yang meliputi : 
a) Uji Kompetensi; 
b) Test Psikologi; dan 
c) Wawancara 
c. Test Kesehatan (medical check up). 
2. Fit and Profer Test sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dilakukan 
oleh Tim ahli atau konsultan independen yang ditetapkan dengan Keputusan 
Bupati. 
3. Hasil penyaringan calon Direksi ditetapkan berita acara. 
Pasal 6 
Tim seleksi menyampaikan hasil pelaksanaan penyaringan calon Direksi kepada 
Dewan Pengawas Perusahaan Daerah Air Minum Kabupaten Mempawah. 
Bagian ketiga Mekanisme Pengangkatan tertuang pada Pasal 7 yang berbunyi : 
1. Dewan Pengawas Perusahaan Daerah Air Minum Kabupaten Mempawah 
mengusulkan calon Direksi hasil penyaringan kepada Bupati. 
2. Calon Direksi yang diusulkan oleh Badan Pengawas ditetapkan sebagai 
Direksi oleh Bupati Mempawah selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari kerja sejak 
diterimanya usulan Badan Pengawas. 
3. Pengangkatan Direksi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan 
dengan Keputusan Bupati. 
       Setelah berlakunya otonomi daerah, kewenangan kepala daerah di tingkat kota 
dan kabupaten dalam mengangkat direksi Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) 
arahnya ingin merubah kinerja perusahaaan tersebut menjadi profesional. Sehingga 
PNS yang selama ini ditugaskan di PDAM tidak diperkenankan lagi menjadi direksi 
kecuali yang bersangkutan menyatakan mengundurkan diri dari statusnya sebagai 
pegawai negeri sipil. Dalam proses rekrutmen direksi PDAM menurut Kepmendagri 
Nomor 7 Tahun 1998 sudah memuat berbagai ketentuan yang merupakan koridor 
hukum. Pertama, anggota direksi diangkat oleh kepala daerah diutamakan bukan dari 
Pegawai Negeri atas usul Bawas. Kedua, untuk dapat diangkat sebagai anggota 
direksi, harus memenuhi persyaratan: 
1. Mempunyai pendidikan Sarjana (S-1) sesuai bidangnya. 
2. Mempunyai pengalaman kerja minimal 5 (lima) tahun mengelola perusahaan 
yang dibuktikan dengan surat keterangan (referensi) dari perusahaan 
sebelumnya dengan penilaian baik. 
3. Membuat dan menyajikan proposal tentang visi dan misi PDAM. 
4. Pernah mengikuti pelatihan manajemen air minum di dalam maupun di luar 
negeri. 
5. Batas usia pada saat diangkat pertama kali berumur paling tinggi 52 (lima puluh 
dua) tahun. 
  
6. Tidak terikat hubungan keluarga dengan kepala daerah atau dengan anggota 
Bawas atau dengan anggota direksi lainnya sampai derajat ketiga baik menurut 
garis lurus maupun kesamping termasuk menantu dan ipar. 
Ketiga, pengangkatan anggota direksi, ditetapkan dengan surat keputusan 
kepala daerah. Keempat, masa jabatan anggota direksi selama 4 (empat) tahun dan 
dapat diangkat kembali 1 (satu) kali masa jabatan. Pengecualian terhadap ketentuan 
tersebut dapat dilakukan apabila seorang direktur diangkat sebagai direktur utama. 
Pengangkatan kembali tersebut dilakukan apabila anggota direksi terbukti mampu 
meingkatkan kinerja PDAM dan pelayanan kebutuhan air minum kepada masyarakat 
setiap tahun. 
Kepmendagri ini juga mengatur mekanisme pemberhentian direksi, yakni atas 
permintaan sendiri, karena kesehatan tidak dapat melaksanakan tugasnya, tidak 
melaksanakan tugasnya sesuai dengan program kerja yang telah disetujui, terlibat 
dalam tindakan yang merugikan PDAM, terlibat dalam tindak pidana, merugikan 
PDAM. 
Anggota direksi yang diberhentikan karena atas permintaan sendiri, dan karena 
kesehatan tidak dapat melaksanakan tugasnya, status pemberhentiannya dengan 
hormat. Sedangkan sisa alasan lainnya, diberhentikan dengan tidak hormat. Selain itu, 
ketentuan tentang Pengangkatan direksi juga diatur dalam Instruksi Menteri Dalam 
Negeri (Imendagri) Nomor 25/1999 tentang Juklak Permendagri Nomor 7/1998 tentang 
Kepengurusan Perusahaan Air Minum. Dalam ketentuan ini telah diatur pada bab II 
antara lain : 
Pertama, apabila ada jabatan direksi yang kosong, Bawas segera menginventarisasi 
Pegawai PDAM yang memenuhi persyaratan sebagaimana ditetapkan dalam Pasal 3 
ayat (2) Permendagri Nomor 7 Tahun 1998 untuk dicalonkan sebagai direksi. Apabila 
dari Pegawai PDAM tidak ada yang memenuhi persyaratan, Badan Pengawas segera 
mencari tenaga dari Pegawai Negeri Sipil (PNS) dan dari masyarakat yang memenuhi 
persyaratan melalui iklan untuk dicalonkan sebagai direksi. Khususnya tenaga dari 
PNS terlebih dahulu menyatakan kesediaan untuk mengundurkan diri sebagai PNS. 
Kedua, calon Direksi yang memenuhi persyaratan direksi, oleh Bawas 
selanjutnya diusulkan kepada kepala daerah untuk diangkat menjadi direksi. Untuk 
memilih calon direksi, kepala daerah membentuk Tim Pengangkatan Direksi yang 
ditetapkan dengan surat keputusan kepala daerah. 
Ketiga, yang dimaksud dengan mempunyai pengalaman dalam pengelolaan 
perusahaan adalah calon sudah dan pernah menduduki jabatan unsur pimpinan di 
perusahaan atau badan usaha lainnya. 
  
Keempat, anggota direksi yang telah menduduki 2 (dua) kali masa jabatan 
pada jabatan yang sama dapat diangkat kembali untuk masa jabatan yang ketiga. 
Pengangkatan yang kedua dapat dilaksanakan apabila dari jabatan direktur menjadi 
direktur utama dan tidak melebihi umur 60 (enam puluh) tahun. 
Kelima, mantan direksi yang potensial dan belum mencapai umur 60 (enam 
puluh) tahun agar direkomendasikan dan dipertimbangkan untuk dapat menduduki 
jabatan direksi atau Bawas yang kosong pada perusahaan daerah di lingkungan 
daerah atau ditawarkan kepada perusahaan daerah di daerah lain. 
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun  2007 Tentang  Organ Dan 
Kepegawaian Perusahaan Daerah Air Minum 
Pasal 1 
Dalam Peraturan ini yang dimaksud dengan: 
1. Perusahaan  Daerah  Air  Minum  yang  selanjutnya  disingkat  PDAM  adalah  
Badan Usaha Milik Daerah yang bergerak di bidang pelayanan air minum. 
 
2. Direksi adalah direksi PDAM. 
3. Dewan Pengawas adalah Dewan Pengawas PDAM. 
4. Pemerintah Daerah adalah pemerintah provinsi atau pemerintah 
kabupaten/kota. 
5. Kepala Daerah adalah gubernur atau bupati atau walikota. 
6. Jasa produksi  adalah laba bersih setelah dikurangi  dengan  penyusutan,  
cadangan tujuan dan pengurangan yang wajar dalam perusahaan. 
Pasal 2 
1. PDAM   yang   dibentuk   oleh   Pemerintah    Daerah   didukung   dengan   
organ   dan kepegawaian. 
2. Organ PDAM sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari: 
a. Kepala Daerah selaku pemilik modal; 
b. Dewan Pengawas: d an  
c. Direksi. 
 
Pasal 3 
Direksi diangkat oleh Kepala Daerah atas usul Dewan Pengawas. 
Batas  usia  Direksi  yang  berasal  dari  luar  PDAM  pada  saat  diangkat  pertama  
kali berumur paling tinggi 50 (lima puluh) tahun. 
 
Batas usia Direksi yang berasal dari PDAM pada saat diangkat pertama kali 
berumur paling tinggi 55 (lima puluh lima) tahun. 
 
Jabatan Direksi berakhir pada saat yang bersangkutan  berumur paling tinggi 60 
(enam puluh) tahun. 
Pasal 4 
(1) Calon direksi Memenuhi Persyaratan : 
  
1. mempunyai pendidikan Sarjana Strata 1(S-1): 
2. mempunyai   pengalaman   kerja   10  tahun   bagi  yang  berasal   dari  
PDAM   atau mempunyai  pengalaman  kerja minimal 15 tahun mengelola  
perusahaan  bagi yang bukan berasal dari PDAM yang dibuktikan dengan 
surat keterangan (referensi) dari perusahaan sebelumnya dengan penilaian 
baik; 
3. lulus pelatihan manajemen air minum di dalam atau di luar negeri 
yang telah terakreditasi dibuktikan dengan sertifikasi atau ijazah; 
4. membuat dan menyajikan proposal mengenal visi dan misi PDAM; 
5. bersedia bekerja penuh waktu: 
6. tidak terikat hubungan keluarga dengan Kepala Daerah/Wakil  Kepala 
Daerah atau Dewan  Pengawas  atau Direksi  lainnya  sampai  derajat  ketiga  
menurut  garis  lurus atau kesamping termasuk menantu dan ipar; dan 
7. lulus uji kelayakan dan kepatutan yang dilaksanakan oleh tim ahli yang 
ditunjuk oleh Kepala Daerah. 
 
(2) Pengangkatan   Direksi   sebagaimana   dimaksud   pada   ayat   (1)   ditetapkan   
dengan Keputusan Kepala Daerah. 
Mencermati pelaksanaan permendagri dan inmendagri tersebut, nampak sekali 
bahwa rekrutmen direksi PDAM Kabupaten Mempawah masih terdapat pelanggaran 
yakni memilih direksi dari unsur PNS. Sedangkan status PNS yang bersangkutan tetap 
melekat tanda mengundurkan diri. Dalam hal ini kepala daerah masih mengetrapkan 
politik menaruh birokrat kepercayaannya di jajaran direksi. Tentu yang dirugikan 
adalah kader asli PDAM yang berangkat dari awal menjadi karyawan PDAM dari jalur 
jalur non PNS. 
Bahkan sering terjadi rekrutmen direksi tidak memperhatikan Inmendagri Nomor 
25/1999 yang seharusnya mengutamakan calon dari karyawan PDAM. Yang terjadi 
adalah calon dari karyawan PDAM harus melalui proses pendaftaran umum 
bersamaan dengan calon dari luar PDAM. Adakah calon direksi (dari luar) yang terpilih 
itu benar-benar telah lolos syarat pernah mengikuti pelatihan manajemen air minum di 
dalam maupun di luar negeri? Padahal syarat itu termasuk salah satu koridor hukum 
Inmendagri Nomor 25/1999. 
Dapat dilihat dari kasus yang ada pada PDAM Kabupaten Mempawah Kursi 
Direktur PDAM Tirta Dharma Mempawah yang saat ini diduduki H Trisna Jaya, S.Mn 
ternyata masih dipersoalkan publik. Penyebabnya adalah SK Nomor 191/2015 
melanggar ketentuan perundang-undangan. Melihat dari masalah yang terjadi dapat 
melalui Langkah hukum terhadap terbitnya SK pengangkatan direktur PDAM yang 
baru. Terkait permasalahan SK Direktur PDAM. Adalah tentang temuan kesalahan 
penyusunan SK Artinya aparatur pemerintah tidak tertib dalam pengadministrasian tata 
kelola pemerintahan. SK Nomor 191 itu bertentangan dengan UU No 32 Tahun 2004 
tentang Pemerintahan Daerah dan UU No 5 Tahun 1962 tentang perusahaan daerah. 
  
Pasalnya, dasar hukum dalam SK pelantikan tersebut tidak sesuai dengan 
aturan yang berlaku artinya bahwa pelantikan itu batal demi hukum. Tertuang dalam 
SK pelantikan nomor 191 terkait pelantikan Dirut PDAM Mempawah tidak sesuai 
dengan Perda Nomor 11 tahun 1977 tentang pendirian PDAM Kabupaten Daerah 
Tingkat II Pontianak. Dalam Perda Nomor 11 tahun 1977, perusahaan daerah PDAM 
bernama Tirta Dharma, bukan Tirta Galaherang, tertera pada SK pelantikan Dirut 
PDAM tercantum Tirta Galaherang. Bahwa Setiap perubahan nama dan pendirian 
perusahaan daerah itu harus melalui Perda. Diketahui selama kurun waktu terbitnya 
perda itu belum pernah ada revisi terhadap perda Nomor 11 tahun 1977. Sehingga 
dalam SK itu harusnya tetap menggunakan nama Tirta Dharma bukan Tirta 
Galaherang. Mengingat hal itu berkaitan dengan adminitrasi pemerintahan yang 
mengharuskan setiap produk hukum harus memiliki landasan atau pedoman yang 
mendasar. Dalam konsideran SK Nomor 191 juga menyebutkan berdasarkan pada 
Perda Nomor 8 tahun 2010 tentang pengelolaan PDAM. Perda Nomor 8 tahun 2010 
mengatur tentang pajak reklame. Dalam penelitian ini bahwa  kesalahan ini sangat 
fatal dan menyebab SK pelantikan Dirut PDAM cacat hukum. Untuk itu, agar 
Pemerintah Kabupaten Mempawah segera mengevaluasi kembali SK pelantikan. 
Kemudian, melaksanakan pelantikan ulang terhadap pejabat definitif Dirut PDAM 
Mempawah. Dalam ruang lingkup pemerintahan daerah dalam tata kelola 
pemerintahan daerah Kabupaten Mempawah sangat tidak sesuai dalam peneraan 
asas Good Governance.  
 
B. Analisis penerapan asas-asas Good Governance dalam pengangkatan 
pimpinan perusahaan 
PDAM Kabupaten Mempawah dikelola dengan prinsip-prinsip tata kelola Perusahaan 
yang baik (good corporate govermance), yakni professional, efisien, transparan, 
mandiri, akuntabel, patut/wajar, dan tertib administrasi.  
Penerapan/ Proses Good Corporate Governance. 
1.  Pengangkatan Dan Pemberhentian Dewan Komisaris Dan Direksi 
Secara umum persyaratan dan tata cara pengangkatan dan pemberhentian anggota 
Dewan Komisaris dan Direksi Perusahaan mengacu pada peraturanperundang-
undangan dan Anggaran Dasar Perseroan yang berlaku antara lain sebagai berikut : 
A. Pengangkatan dan Pemberhentian Anggota Dewan Komisaris 
1.  Masa jabatan anggota Dewan Komisaris adalah untuk jangka waktu 5 (lima) 
tahun terhitung sejak tanggal yang ditetapkan oleh RUPS yang 
mengangkatnya dan berakhir pada penutupan RUPS Tahunan ke-5 (kelima) 
setelah tanggal pengangkatannya, namun demikian dengan tidak mengurangi 
hak RUPS tersebut untuk memberhentikan anggota Dewan Komisaris 
tersebut sewaktu-waktu sebelum masa jabatannya berakhir jika para anggota 
Dewan Komisaris tersebut memenuhi salah satu atau lebih alasan namun 
tidak terbatas pada: 
a. Tidak dapat melaksanakan tugasnya dengan baik; 
b. Tidak melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan dan/atau 
  
ketentuan Anggaran Dasar Perseroan; 
c. Terlibat dalam tindakan yang merugikan Perusahaan dan/atau Negara; 
d. Melakukan tindakan yang melanggar etika dan/atau kepatutan yang 
seharusnya dihormati sebagai Anggota Dewan Komisaris; 
e. Dinyatakan bersalah dengan putusan pengadilan yang mempunyai 
kekuatan hukum yang tetap; atau 
f. Mengundurkan diri; dan Setelah masa jabatannya berakhir, anggota 
Dewan Komisaris tersebut dapat diangkat kembali oleh RUPS untuk 1 
(satu) kali masa jabatan. 
2. Di samping alasan pemberhentian anggota Dewan Komisaris sebagaimana 
dimaksud pada ayat 1 di atas, anggota Dewan Komisaris dapat diberhentikan 
oleh RUPS berdasarkan alasan lainnya yang dinilai tepat oleh RUPS demi 
kepentingan dan tujuan Perusahaan misalnya dalam rangka restrukturisasi 
Perusahaan. 
3.  Keputusan pemberhentian karena alasan sebagaimana dimaksud pada ayat 1 
huruf a, b, c dan d ini, diambil setelah yang bersangkutan diberi kesempatan 
membela diri. 
4.  Pemberhentian karena alasan sebagaimana dimaksud pada ayat 1 huruf d 
dan e Pasal ini merupakan pemberhentian dengan tidak hormat. 
5.  Antara para anggota Dewan Komisaris dan antara anggota Dewan Komisaris 
dengan anggota Direksi dilarang memiliki hubungan keluarga sampai dengan 
derajat ketiga, baik menurut garis lurus maupun garis kesamping, termasuk 
hubungan yang timbul karena perkawinan. 
6.  Dalam hal terjadi keadaan sebagaimana dimaksud pada ayat 5 di atas, maka 
RUPS berwenang memberhentikan salah seorang di antara mereka. 
7.  Anggota Dewan Komisaris diberikan honorarium dan 
tunjangan/fasilitas termasuk santunan purna jabatan yang jenis dan jumlahnya 
ditetapkan oleh RUPS dengan memperhatikan ketentuan peraturan 
perundang-undangan yang berlaku. 
8.  Pembagian kerja diantara para anggota Dewan Komisaris diatur oleh mereka 
sendiri, dan untuk kelancaran tugasnya Dewan Komisaris dapat dibantu oleh 
Sekretaris Dewan Komisaris yang diangkat oleh Dewan Komisaris atas beban 
Perusahaan. 
9.  Apabila oleh suatu sebab jabatan anggota Dewan Komisaris lowong atau 
Perusahaan tidak mempunyai seorangpun anggota Dewan Komisaris, maka 
RUPS harus diselenggarakan dalam waktu paling lambat 60 (enampuluh) hari 
setelah terjadi lowongan, untuk mengisi lowongan tersebut. 
10.  Dalam hal terjadi pengunduran diri anggota Dewan Komisaris, berlaku hal-hal 
sebagai berikut : 
a. Seorang anggota Dewan Komisaris berhak mengundurkan diri dari 
jabatannya dengan memberitahukan secara tertulis mengenai maksudnya 
tersebut kepada Perusahaan dengan tembusan kepada Dewan 
Komisaris, Direksi dan Pemegang Saham yang mengusulkan 
pengangkatan anggota Dewan Komisaris yang bersangkutan; 
  
b. Perusahaan wajib menyelenggarakan RUPS untuk mengukuhkan 
pengunduran diri anggota Dewan Komisaris dalam jangka waktu paling 
lambat 60 (enampuluh) hari setelah diterimanya surat pengunduran diri; 
c. Dalam hal Perusahaan tidak menyelenggarakan RUPS dalam jangka 
waktu 60 (enampuluh) hari setelah diterimanya surat pengunduran diri 
dari anggotan Dewan Komisaris, maka pengunduran diri anggota Dewan 
Komisaris tersebut menjadi sah tanpa memerlukan persetujuan RUPS; 
d. Kepada anggota Dewan Komisaris yang mengundurkan diri sebagaimana 
tersebut tetap dapat dimintakan pertanggung jawabannya sejak 
pengangkatan yang bersangkutan sampai dengan tanggal pengunduran 
dirinya menjadi efektif. 
11. Jabatan anggota Dewan Komisaris berakhir apabila : 
a. Pengunduran dirinya efektif sebagaimana dimaksud dalam ayat 10 di atas; 
b. Meninggal dunia; 
c. Masa jabatannya berakhir; 
d. Diberhentikan berdasarkan RUPS; dan/atau 
e. Tidak lagi memenuhi persyaratan sebagai anggota Dewan Komisaris 
berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku. 
12.  Dalam hal anggota Dewan Komisaris mengundurkan diri, sehingga 
mengakibatkan jumlah anggota Dewan Komisaris menjadi kurang dari 2 (dua) 
orang, maka pengunduran diri tersebut sah apabila telah ditetapkan oleh 
RUPS dan telah diangkat anggota Dewan Komisaris yang baru sehingga 
memenuhi persyaratan minimal anggota Dewan Komisaris. 
13.  Bagi anggota Dewan Komisaris yang berhenti sebelum maupun setelah masa 
jabatannya berakhir kecuali berhenti karena meninggal dunia, maka yang 
bersangkutan tetap bertanggung jawab atas tindakantindakannya yang belum 
diterima pertanggungjawabannya oleh RUPS. 
14.  Anggota Dewan Komisaris dilarang memangku jabatan rangkap sebagai: 
a. Anggota Direksi pada Badan Usaha Milik Negara, Badan Usaha Milik 
Daerah, Badan Usaha Milik Swasta; 
b. Jabatan lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan, 
pengurus partai politik dan/atau calon/anggota legislatif; dan/atau 
c. Jabatan lain yang dapat menimbulkan benturan kepentingan. 
B. Pengangkatan dan Pemberhentian Anggota Direksi 
1. Masa jabatan anggota Direksi adalah untuk jangka waktu 5 (lima) tahun 
terhitung sejak tanggal yang ditetapkan oleh RUPS yang mengangkatnya 
dan berakhir pada penutupan RUPS Tahunan ke-5 (ke-lima) setelah 
tanggal pengangkatannya, namun demikian dengan tidak mengurangi 
hak RUPS tersebut untuk memberhentikan anggota Direksi tersebut 
sewaktu-waktu sebelum masa jabatannya berakhir jika para anggota 
Direksi tersebut memenuhi salah satu atau lebih alasan namun tidak 
terbatas pada: 
a. Tidak dapat memenuhi kewajibannya yang telah disepakati dalam 
  
kontrak manajemen; 
b. Tidak dapat melaksanakan tugasnya dengan baik; 
c. Tidak melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan 
dan/atau ketentuan Anggaran Dasar Perseroan; 
d. Terlibat dalam tindakan yang merugikan Perusahaan dan/atau Negara; 
e. Dinyatakan bersalah dengan putusan pengadilan yang mempunyai 
kekuatan hukum yang tetap; 
f. Mengundurkan diri; atau 
g. Alasan lainnya yang dinilai tepat oleh RUPS demi kepentingan dan 
tujuan Perusahaan. 
2. Keputusan pemberhentian sebagaimana dimaksud pada angka 1 di atas 
sebelumnya diambil setelah yang bersangkutan diberi kesempatan 
membela diri. 
3. Setelah masa jabatan berakhir anggota Direksi tersebut dapat diangkat 
kembali oleh RUPS untuk 1 (satu) kali masa jabatan. 
4.  Apabila oleh suatu sebab jabatan anggota Direksi lowong, maka : 
a. Lowongan tersebut harus diisi dalam RUPS yang mengagendakan 
pengisian lowongan jabatan tersebut; 
b. Selama jabatan itu lowong dan penggantinya belum ada atau belum 
memangku jabatannya, maka salah seorang anggota Direksi 
lainnya yang ditunjuk oleh Dewan Komisaris, menjalankan 
pekerjaan anggota Direksi dimaksud dengan kekuasaan dan 
wewenang yang sama. 
5.  Masa jabatan seseorang yang diangkat oleh RUPS untuk mengisi 
lowongan tersebut adalah untuk jangka waktu 5 (lima) tahun 
sebagaimana ditentukan dalam angka 1 di atas. 
6.  Dalam hal terdapat penambahan jumlah anggota Direksi maka masa 
jabatan anggota Direksi baru tersebut adalah untuk jangka waktu 5 
(lima) tahun sebagaimana ditentukan dalam angka 1 (satu) di atas. 
7.  Apabila oleh suatu sebab apapun Perusahaan tidak mempunyai 
anggota Direksi, maka untuk sementara Dewan Komisaris berkewajiban 
untuk menjalankan pekerjaan Direksi yang sedang berjalan, akan tetapi 
hanya dengan hak untuk melakukan perbuatan pengurusan yang 
bertalian dengan hal-hal dan kegiatan yang sedang berjalan, dengan 
kewajiban dalam waktu selambatnya 60 (enam puluh) hari setelah 
terjadi lowongan, untuk menyelenggarakan RUPS guna mengisi 
lowongan tersebut. 
8.  Dalam hal terjadi pengunduran diri Direksi, berlaku hal-hal sebagai 
berikut : 
a. Seorang anggota Direksi berhak mengundurkan diri dari jabatannya 
b. dengan memberitahukan secara tertulis mengenai maksudnya 
tersebut kepada Perusahaan dengan tembusan kepada Dewan 
Komisaris, anggota Direksi Perusahaan lainnya dan Pemegang 
  
Saham yang mengusulkan pengangkatan anggota Direksi yang 
bersangkutan; Perusahaan wajib menyelenggarakan RUPS untuk 
mengukuhkan pengunduran diri anggota Direksi dalam jangka 
waktu paling lambat 60 (enam puluh) hari setelah diterimanya surat 
pengunduran diri; 
c. Dalam hal Perusahaan tidak menyelenggarakan RUPS dalam 
jangka waktu sebagaimana dimaksud dalam hurup b ayat ini, maka 
pengunduran diri anggota Direksi tersebut menjadi sah tanpa 
memerlukan persetujuan RUPS; 
d. Kepada anggota Direksi yang mengundurkan diri tersebut tetap 
dapat dimintakan pertanggungjawabannya sejak pengangkatan 
yang bersangkutan sampai dengan tanggal pengunduran dirinya 
menjadi efektif; 
e. Dalam hal anggota Direksi mengundurkan diri, sehingga 
mengakibatkan jumlah anggota Direksi menjadi kurang dari 2 (dua) 
orang, maka pengunduran diri tersebut sah apabila telah ditetapkan 
oleh RUPS dan telah diangkat anggota Direksi yang baru sehingga 
memenuhi persyaratan minimal anggota Direksi. 
9.  Jabatan anggota Direksi berakhir apabila : 
a. Pengunduran dirinya efektif sebagaimana dimaksud dalam ayat 8 di 
atas; 
b. Meninggal dunia; 
c. Masa jabatannya berakhir; 
d. Diberhentikan berdasarkan RUPS; dan/atau 
e. Tidak lagi memenuhi persyaratan sebagai anggota Direksi 
berdasarkan peraturan perundang-undangan. 
10. Bagi anggota Direksi yang berhenti sebelum maupun setelah masa 
jabatannya berakhir, kecuali berhenti karena meninggal dunia, maka 
yang bersangkutan wajib menyampaikan pertanggungjawaban atas 
tindakan-tindakan yang belum diterima pertanggungjawabannya oleh 
RUPS. 
11. Anggota Direksi dapat diberhentikan untuk sementara waktu oleh Dewan 
Komisaris apabila mereka bertindak bertentangan dengan Anggaran 
Dasar Perseroan atau terdapat indikasi melakukan kerugian 
Perusahaan atau melalaikan kewajibannya atau terdapat alasan yang 
mendesak bagi Perusahaan, dengan memperhatikan ketentuan-
ketentuan sebagai berikut : 
a. Keputusan Dewan Komisaris mengenai pemberhentian sementara 
anggota Direksi dilakukan sesuai dengan tata cara pengambilan 
keputusan Rapat Dewan Komisaris; 
b. Pemberhentian sementara dimaksud harus diberitahukan secara 
tertulis kepada yang bersangkutan disertai alasan yang 
menyebabkan tindakan tersebut dengan tembusan kepada Direksi; 
  
c. Pemberitahuan sebagaimana dimaksud dalam huruf b ayat ini 
disampaikan dalam waktu paling lambat 2 (dua) hari setelah 
ditetapkannya pemberhentian sementara tersebut; 
d. Anggota Direksi yang diberhentikan sementara tidak berwenang 
menjalankan pengurusan Perusahaan serta mewakili Perusahaan 
baik di dalam maupun di luar pengadilan; 
e. Dalam jangka waktu paling lambat 45 (empat puluh lima) hari 
setelah pemberhentian sementara dimaksud harus diselenggarakan 
RUPS oleh Dewan Komisaris yang akan memutuskan apakah 
mencabut atau menguatkan keputusan pemberhentian sementara 
tersebut; Dalam RUPS sebagaimana dimaksud pada hurut e ayat 
ini, anggota Direksi yang bersangkutan diberi kesempatan untuk 
membela diri; 
f. Dalam hal jangka waktu 45 (empat puluh lima) hari telah lewat, 
RUPS sebagaimana dimaksud pada hurud e ayat ini tidak 
diselenggarakan atau RUPS tidak dapat mengambil keputusan, 
maka pemberhentian sementara tersebut menjadi batal, dan Direksi 
yang bersangkutan wajib melakukan tugasnya kembali 
sebagaimana mestinya; 
12. Anggota Direksi dilarang memangku jabatan rangkap sebagai : 
a. Anggota Direksi pada Badan Usaha Milik Negara lain, badan usaha 
milik daerah atau badan usaha milik swasta; 
b. Jabatan struktural dan fungsional lainnya dalam instansi/ lembaga 
pemerintah pusat dan daerah; 
c. Pengurus partai politik dan/atau calon/anggota legislatif; 
d. Jabatan lain yang dapat menimbulkan benturan kepentingan; 
dan/atau 
e. Jabatan lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-
undangan yang berlaku. 
 
Corporate Governance selain mencakup aspek struktur dan proses internal, juga 
sangat dipengaruhi oleh faktor-faktor eksfemal. aspek internal corporate governance 
adalah struktur dan proses intemal dari govemance perusahaan yang mencakup 
efektivitas organ-organ perusahaan dan interaksi mereka, efektivitas manajemen 
perusahaan dan pengelolaan hubungan dengan stakeholder perusahaan lainnya 
berdasarkan prinsip-prinsip yang 'good'. Istilah good memlliki makna yang filosofis 
dimana menurut ilmu filosofi moral setiap komunitas akan memiliki definisi good 
masing-masing. Untuk itu perumusan yang digunakan untuk menyatakan sesuatu hal 
adalah 'good" dengan pendekatan sebagai berikut: "jika sesuatu hal tersebut dapat 
diterima oleh komunitas. peraturan dipatuhi dan mampu memberikan nilai tambah baik 
bagi pelakunya maupun bagi pihak lain yang menerima dampak dari sesuatu hal yang 
"good' tersebut.  
Semua hal tersebut di atas akan membentuk sekumpulan 'best practice' yaitu 
  
praktik-praktik terbaik yang biasa dilakukan suatu perusahaan yang berhasil. Oleh 
sebab ttu banyak pihak/lnstitusi yang mencoba merumuskan prinsip-prinsip dan 
mengumpulkan praktik-praktik yang terbaik dari suatu perusahaan yang berhasil. 
Disadari bahwa selain faktor-faktor internal, contohnya seperti struktur dan proses di 
dalam perusahaan, Kunci utama memahami good governance adalah pemahaman 
atas prinsip-prinsip di dalamnya, dan bertolak dari prinsip-prinsip ini akan didapatkan 
tolak ukur kinerja suatu pemerintahan dalam upaya mewujudkan pemerintahan yang 
baik. Penilaian terhadap baik-buruknya pemerintahan bisa dinilai bila telah 
bersinggungan dengan unsur prinsip-prinsip good governance.  tertuang dalam 
penelitian ini bagaimana suatu perusahaan daerah yang menerapkan asas-asas yang 
baik dan terencana artinya setiap pelaksanaan yang terkait dengan asas good 
governance haruslah didasari dengan benar dan terakomodir mengingat hal tersebut 
didalam penelitian ini pelaksanaan pelantikan Direktur Utama (Dirut) PDAM Kabupaten 
Mempawah Trisna Jaya periode 2015-2019 yang terindikasi cacat hukum. Dapat dilihat 
dari dasar hukum dalam SK Bupati no 191 Tahun 2015 tentang penunjukan direktur 
PDAM Tirta Galaherang Kabupaten Mempawah tersebut tidak sesuai dengan aturan 
yang berlaku. Jika dilihat  dari Perda Nomor 11 tahun 1977 tentang pendirian PDAM 
Kabupaten Daerah Tingkat II Pontianak surat keputusan Bupati tersebut memang 
bertentangan dengan aturan, tertuang didalam Perda Nomor 11 tahun 1977, 
perusahaan daerah PDAM bernama Tirta Dharma, bukan Tirta Galaherang. Justru 
yang tertera pada SK pelantikan Dirut PDAM tercantum Tirta Galaherang. Setiap 
perubahan nama dan pendirian perusahaan daerah itu harus melalui Perda. Padahal, 
diketahui selama kurun waktu terbitnya perda itu belum pernah ada revisi terhadap 
perda Nomor 11 tahun 1977. Sehingga dalam SK itu harusnya tetap menggunakan 
nama Tirta Dharma bukan Tirta Galaherang.  
Dilihat dari kasus tersebut bahwa pengangkatan Pimpinan perusahaan Daerah 
(PDAM) Kabupaten mempawah tidaklah berjalan baik karena terus dituai kritik oleh 
para pakar atau aktivis politikus partai dalam ruang lingkup DPRD kabupaten 
mempawah, sehingga patut disayangkan dalam proses pelaksanaan penerapan 
asas-asas good governance tidak dapat berjalan sebagaimana mestinya dalam hal 
ini  Asas Kepastian Hukum,  Asas Tertib Penyelenggaraan Negara, Asas 
Kepentingan Umum, Asas Keterbukaan, Asas Proporsionalitas, Asas 
Profesionalitas,  tidak berjalan sesuai kehendak, Dan sampai saat ini proses 
berjalannya perusahaan Daerah (PDAM) tidaklah berjalan baik. Padahal dari segi 
pelayanan air bersih nya sudah dapat dikatakan perkembangan nya sudah sangat 
meningkat dari sebelumnya. Artinya proses ini hanya dalam ruang lingkup 
Pemerintahan daerah yang tidak sesuai dengan aturan yang berlaku. Namun dalam 
penelitian ini proses penerapan Pelaksanaan Asas-asas Good Governance 
Perusahaan Daerah Air minum (PDAM) Kabupaten Pontianak terus menuai kritik dan 
tidak berjalan baik. 
 
 
  
BAB III 
 
PENUTUP 
A. Kesimpulan 
Dalam Penelitian ini dapat diambil kesimpulan bahwa pengangkatan 
pimpinan perusahaan daerah (PDAM) kabupaten mempawah tidak sesuai 
dengan peraturan perundang-undangan dengan terbitnya SK Bupati tersebut. 
Surat Keputusan Bupati  itu bertentangan dengan amanah perundang-
undangan yang mengatur tentang pengelolaan perusahaan daerah, 
Seharusnya dalam hal pembentukan, penggabungan dan perubahan 
perusahaan daerah harus memiliki landasan hukum. “Pasal 177 UU No 32 
Tahun 2004 telah jelas mengatur bahwa semua proses pembentukan BUMD 
atau perusahaan daerah harus melalui Perda, karena PDAM Mempawah telah 
dibentuk  oleh Pemerintah Daerah TK II Pontianak melalui Perda No 11 Tahun 
1977 dan ini sesuai dengan amanah UU No 5 Tahun 1962 tentang Perusahaan 
Daerah. “Artinya PDAM yang ada diberi Nama PDAM Tirta Dharma bukan 
PDAM Tirta Galaherang. Dan Artinya Hasil analisa dalam penelitian ini dengan 
terbitnya SK No 191 ini permasalahan ini terus dipersoalkan publik.  
PDAM Kabupaten Mempawah dikelola dengan prinsip-prinsip tata kelola 
Perusahaan yang baik (good corporate govermance), yakni professional, 
efisien, transparan, mandiri, akuntabel, patut/wajar, dan tertib administrasi, 
dalam penelitian ini bahwa pengangkatan Pimpinan perusahaan Daerah 
(PDAM) Kabupaten mempawah tidaklah berjalan baik karena terus dituai kritik 
oleh para pakar atau aktivis politikus partai dalam ruang lingkup DPRD 
kabupaten mempawah, Pada dasarnya tidak ada produk hukum tentang 
pengelolaan perusahaan daerah yang disusun atau disahkan selama tahun 
2010, terlihat bahwa aparatur pemerintah tidak tertib dalam pengadministrasian 
tata kelola pemerintahan permasalahan SK Direktur PDAM. adalah tentang 
temuan kesalahan penyusunan SK Artinya aparatur pemerintah tidak tertib 
dalam pengadministrasian tata kelola pemerintahan. SK Nomor 191 itu 
bertentangan dengan UU No 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah 
dan UU No 5 Tahun 1962 tentang perusahaan daerah, artinya, dasar hukum 
dalam SK pelantikan tersebut tidak sesuai dengan aturan yang berlaku artinya 
bahwa pelantikan itu batal demi hukum, sehingga patut disayangkan dalam 
proses pelaksanaan penerapan asas-asas good governance tidak dapat 
berjalan sebagaimana mestinya dalam hal ini  Asas Kepastian Hukum,  Asas 
Tertib Penyelenggaraan Negara, Asas Kepentingan Umum, Asas Keterbukaan, 
Asas Proporsionalitas, Asas Profesionalitas,  tidak berjalan sesuai kehendak.  
 
 
  
B. Saran. 
Dalam saran kesimpulan Penelitian tesis saya ini agar ada revisi dan dilantik 
ulang terhadap Dirut PDAM Tirta Dharma bukan Tirta Galaherang. Atau dengan 
melakukan perubahan Perda No 11/1977 yang disetujui DPRD, dengan begitu 
pengaturan pengangkatan pimpinan Perusahaan PDAM kabupaten Mempawah 
dalam hal ini pelaksanaan SK Bupati Mempawah sesuai dengan aturan yang 
berlaku dan dapat berjalan berdasarkan asas-asas good governance sehingga 
proses birokrasi pemerintahan kabupaten mempawah dapat melaksanakan 
administrasi yang baik dan Pimpinan dapat menanggapi hasil kritik dari 
permasalahan kasus pelantikan Dirut PDAM ini demi tujuan tercapainya 
penyelenggaraan otonomi daerah yang baik sesuai dengan aturan yang 
berlaku. 
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